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BAB I

PENDAHULUAN





1.1 Latar Belakang Penelitian 

Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi tuntutan di era globalisasi yang sangat erat kaitannya dengan persaingan dan keterbatasan di segala bidang. Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme sumber daya aparatur negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Saat ini profesionalisme yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Salah satu penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang di dudukinya. Ketidaksesuaian itu disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum proporsional. Demikian pula, pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja organisasi. Menumpuknya pegawai di satu unit tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di unit lain merupakan kenyataan dari permasalahan tersebut. Di sisi lain pembentukan organisasi cenderung tidak berdasarkan kebutuhan nyata, dalam arti organisasi yang dibentuk terlalu besar sementara beban kerjanya kecil, sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak efisien dan efektif.

Salah satu  upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yaitu melalui adanya pembangunan  nasional yang sekaligus merupakan  proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terangkum dalam pembukaan Undang-undang dasar (UUD) 1945, antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pada hakekatnya bidang ekonomi merupakan salah satu aspek priotitas dalam pembangunan nasional karena merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia,. Pencapaian tujuan dan prospek ekonomi juga dipengaruhi oleh perkembangan dan tantangan ekonomi global yang akan dihadapi pada periode tahun 2015-2019. Pada periode tersebut beberapa yang terkait dengan perkembangan ekonomi global yang perlu dicermati diantaranya adalah diberlakukannya ASEAN Economy Community hal yang ini mendorong setiap organisasi agar mampu memberi layanan yang terbaik. 

Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing  perekonomian nasional yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Dalam rangka mencapai profesionalisme tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Surat Edaran (SE) Nomor: SE/28/M.PAN/10/2004 tanggal 14 Oktober 2004 Tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil, mewajibkan setiap instansi baik pusat maupun daerah melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.  Adapun tugas pokok kepegawaian yang berkaitan dengan layanan kepada masyarakat antara lain sebagai berikut :

1) Melakukan penataan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan unit kerja mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor:KEP/23.2/M.PAN/2004 tanggal 16 Februari 2004 Tentang Pedoman Penataan Pegawai.

2) Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Aparatur Negara

3) UU ASN ini adalah “kinerja”. Inilah yang harus menjadi benang merah dari keseluruhan fungsi dalam manajemen SDM aparatur pascadiberlakukannya UU ASN kelak. Meskipun terminologi ini tidak muncul secara eksplisit dalam bagian awal UU ASN, namun semangat “kinerja” dapat ditangkap dari asas kebijakan dan manajemen ASN (Pasal 2), prinsip dasar ASN (Pasal 3), nilai dasar ASN (Pasal 4), dan perilaku pegawai ASN (Pasal 5 ayat 2). Ini merupakan hal yang positif karena hampir semua best practices manajemen SDM aparatur di negara lain juga dibangun dalam kerangka manajemen kinerja. Oleh karena itu, manajemen ASN juga selayaknya dibangun atas dasar manajemen kinerja. 

 	Peraturan ini kemudian di tindaklanjuti dengan Permendagri dan Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011) Tentang Biro Organisasi dan Kepegawaian  Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang merupakan panduan tentang uraian langkah-langkah dalam melakukan meningkatkan prestasi kerja dan kinerja PNS pada setiap unit organisasi di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan meningkatkan prestasi kerja dan kinerja Negeri Sipil pada hakekatnya diharapkan agar terpenuhinya tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai pada setiap instansi serta mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, adil, makmur dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negri Sipil yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pembinaan aparatur negara diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki sikap dan prilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, disiplin, serta wibawa sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tuntutan perkembangan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. 

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebagai Lembaga Teknis Daerah berbentuk badan yang merupakan unsur staf yang menyelenggarakan fungsi-fungsi administratif sekaligus menyusun konsep-konsep, gagasan-gagasan dan terobosan-terobosan (techno structure) di bidang kepegawaian sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diemban harus mampu mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian dari mulai pengadaan sampai dengan pemberhentian pegawai secara optimal dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) aparatur sebagai motor penggerak sistem organisasi pemerintahan Kota Bandung dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” menuju Bandung Juara. Pengelolaan pegawai yang optimal dikuantifikasikan ke dalam indikator-indikator yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan ke dalam Renstra dan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan, baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan pegawai maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama untuk menghadapi era persaingan global dan kinerja pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung, dalam koridor menghadirkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih dan melayani secara garis besar program-program kegiatan diarahkan kepada :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara 

2. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraanpegawai ASN 

3. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu 

4. Tersedianya akurasi data dan optimalisasi pengelolaan tata naskah kepegawaian 

5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKD melalui penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabelserta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, fungsi-fungsi manajemen kepegawaian dibagi habis sesuai dengan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebagai berikut :

     			KEPALA BADAN





SEKRETARIS



Jabatan Fungsional



Sub Bagian keuangan & Program

Sub Bagian Umum dan kepegawaian





Bidang Pendidikan & Pelatihan

Bidang Mutasi Pegawai Kepegawaian

Bidang Pengembangan Karir Karyawan

Bidang Perencanaan & Kesejahteraan Pegawai





Sub Bidang Perencanaan Diklat

Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional

Sub Bidang Analisa Pengembangan Karir

Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian & Informasi



		



Sub Bidang Pelaksanaan Diklat

Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural & non strukutural

Sub Bidang Analisa Kompetensi & Penempatan

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai









Gambar 1.1

Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung



1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai,                  pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan;

b. Pembinaan danpelaksanaan lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

Berjalannya organisasi BKD sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, BKD didukung oleh pegawai sebanyak 94 orang, dengan profil demografi sebagai berikut :

[image: ]

Dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, didasarkan isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam manajemen kepegawaian BKD Kota Bandung, sehingga visi, misi, program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun masalah-masalah yang dihadapi pada badab Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung antara lain :

	

	Tabel 1.1	

Parameter Faktual

		Kondisi Parameter Faktual

		Masalah-masalah yang dihadapi



		Budaya Organisasi

		1. Belum optimalnya implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana

3. Pendistribusian pegawai yang belum optimal terutama di kewilayahan yang disebabkan belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang merupakan kewenangan SKPD lain

4. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum

5. Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa SKPD

6. Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat waktu

7. Belum akuratnya seluruh data pegawai







Berdasarkan uraian masalah yang dibahas pada latar belakang, maka penulis melakukan penelitian tentang budaya organisasi dalam mengoptimalkan kinerja pegawai mengingat hal ini sangat penting untuk mengukur sejauhmana efisiensi dan efektivitas pegawai dalam suatu organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung. Judul penelitian  adalah “KAJIAN BUDAYA ORGANISASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  (BKD) KOTA BANDUNG”



1.2	Fokus Penelitian

	Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan dilatar belakang penelitian, untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, maka perlu ditentukan fokus penelitian sehingga hasil analisis selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian.

	Dari latar belakang diatas, dapat ditentukan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada bidang kajian sumber daya manusia khususnya budaya organisasi dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai di BKD Kota Bandung. 

2. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Walikota Bandung Jl. Wastukancana No. 2 Bandung.

3. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan kepala SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian), Pegawai Negeri Sipil dan pengamat ahli di bidang kajian sumber daya manusia.

4. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.



1.3	Rumusan Masalah

	Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka perlu diidentifikasikan lebih jelas apa yang menjadi pokok bahasan yaitu:

1. Bagaimana budaya organisasi yang ada di Badan Kepegawian Daerah Kota Bandung.

2. Bagaimana kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat meningkatkan kinerja pegawai dari perspektif  Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

4. Apakah budaya organisasi mampu meningkatkan kinerja pegawai di BKD Kota Bandung.



1.4	Tujuan Penelitian

	Berdasarkan rumusan masalah masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi.

1. [bookmark: _GoBack]Budaya organisasi yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

2. Kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat meningkatkan kinerja pegawai dari perspektif  Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

4. Budaya organisasi BKD Kota Bandung dalam peningkatan kinerja Pegawai.



1.5	Kegunaan  Penelitian

Kegunaan  penelitian  ini diajukan guna menjelaskan mengenai manfaat dan kontribusi yang dapat diperoleh dari penelitian baik kegunaan teoritis  maupun praktis.



1.5.1 	Kegunaan Teoritis 

	Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna  bagi pengembangan teori mengenai budaya organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan teori yang di pelajari dengan fakta yang ada di lapangan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, serta studi kepustakaan sehingga diharapkan dan memberikan  sumbangan pemikiran kajian manajemen sumber daya manusia.



1.5.2 	Kegunaan Praktis

1. Bagi Lembaga/Instansi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pegawai berdasarkan kuantitas maupun kualifikasinya pada tiap jabatan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung.

2. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis dihadapkan pada suatu kondisi seperti : senang,  lelah, jenuh, dll. Namun penulis percaya dibalik itu semua ada tujuannya yaitu untuk melatih diri dalam menguji sejauhmana kesabaran dalam menyusun suatu karya ilmiah yang baik. Saat melaksanakan penelitian terkadang menemui kesulitan dalam memperoleh informasi tetapi hal itu tidak dijadikan penghalang. Melalui doa dan usaha yang dilakukan setiap waktu menjadi modal utama bagi penulis demi kesempurnaan suatu karya ilmiah.

3. Bagi Pihak Lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan, serta informasi kepada dunia akademis sehingga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
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